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 Hoaks berarti berita bohong, informasi palsu yang bertujuan untuk menipu atau 

mengakali pembaca dan pendengar untuk mempercayai sesuatu berita atau informasi 

yang di bagikan.  Di Kabupaten Tabalong khususnya dimasa pandemi Covid-19 

banyak terjadi penyebaran berita bohong Covid-19 yang meresahkan dan membuat 

panik masyarakat Tabalong. Karena itu diperlukan peran kepolisian sebagai alat negara 

dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam 

menanggulangi penyebaran berita bohong Covid-19 dimedia sosial berdasarkan UU RI 

No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE di kabupaten Tabalong 

dan penerapan UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Tabalong  

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian ini diperoleh 

dengan cara wawancara langsung   kepada Kepolisian Resor Tabalong dan masyarakat 

pengguna media sosial di Kabupaten Tabalong.  

Hasil penelitian ini. Pertama, Peran Kepolisian dalam menanggulangi 

penyebaran berita bohong Covid-19 dimedia sosial di Kabupaten Tabalong adalah 

melakukan beberapa upaya yaitu: upaya pre-emtif, dengan melakukan sosialisasi dan 

edukasi baik secara langsung maupun media sosial serta pihak Bhabinkamtibnas di 

desa wilayah binaannya, upaya preventif, melakukan patrol cyber, bekerjasama dengan 

Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong, dan mencegah berita 

bohong Covid-19 dengan mengcounternya dengan pemberitaan vaksinasi aman dan 

halal, dan upaya represif, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu 

perkara yang diduga mengandung unsur hoaks berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU RI 

No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 45A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang 

Transaksi dan Informasi Elektronik, Peran Kepolisian dalam menanggulangi 

penyebaran berita bohong Covid-19 masih belum efektif sesuai dengan tugas pokok 

kepolisian yang tertera dalam Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 dikarenakan masih 

ada faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita bohong 



dari segi faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan prasarana, 

faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang belum terpenuhi. Kedua, Penerapan UU 

RI No.11 Tahun 2008 Jo. UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE oleh Kepolisian 

Tabalong belum diterapkan dimasa pandemi Covid-19 dikarenakan tidak pernah 

dilaporkan dan tidak ada temuan kasus berita bohong Covid-19. 

 


